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Abstract 

 

The method of hotmix procurement for road construction project in DKI Jakarta by e-Purchasing based on e-

Catalogue is a relatively new fabrication material procurement system in Indonesia. E-Catalogue is an 

electronic information system that lists, types, technical specifications and prices of certain goods/services. 

Inclusion of prices and technical specifications of a good/service based on framework contract between the 

National Procurement Board (LKPP) and the Supplier/Service Provider. E-Catalogue as the basis for the 

Ministry/Institution/Regional Institution (K/L/D/I) to order goods/services through e-Purchasing. Before 

implementation of e-Catalogue and e-Purchasing, systems using a conventional. Lack of skilled human 

resources to operate computer applications and support equipment is a constraint faced to compete in 

procurement with an e-Catalogue system. Implementing online procurement system is not easy because of the 

obstacles created by different hardware or software and the diverse capabilities of users to interact with IT. The 

research was conducted by survey method on 34 (thirty four) respondents in DKI Jakarta from 25 (twenty five) 

hotmix product providers list. Survey data analyzed using SPSS and Relative Importance Index (RII) method. 

From the analysis result, it found the dominant factor influence the procurement of goods/services with the e-

Catalogue system about knowledge e-Procurement. 

Keywords : E-Catalogue, SPSS, RII, hotmix, road construction, e-Purchasing, e-Procurement 

 

Abstrak 

Metode pengadaan hotmix untuk proyek konstruksi jalan di DKI Jakarta secara e-Purchasing berdasarkan e-

Catalogue merupakan sistem pengadaan sarana bahan pabrikasi yang relatif baru di Indonesia. E-Catalogue 

adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu. 

Pencantuman harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa berdasarkan pada kontrak payung antara Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Penyedia Barang/Jasa. E-Catalogue sebagai dasar 

bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) melakukan pemesanan 

barang/jasa melalui e-Purchasing. Sebelum penerapan sistem e-Catalogue dan e-Purchasing, sistem pengadaan 

dilakukan dengan menggunakan sistem konvensional. Kurangnya sumber daya manusia yang terampil untuk 

mengoperasikan aplikasi komputer serta peralatan pendukung merupakan kendala yang dihadapi untuk bisa 

bersaing dalam pengadaan dengan sistem e-Catalogue. Implementasi sistem pengadaan online tidak mudah 

karena rintangan yang diciptakan oleh perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda dan beragam 

kemampuan pengguna untuk berinteraksi dengan IT. Penelitian dilakukan dengan metode survey pada 34 (tiga 

puluh empat) responden di DKI Jakarta dari 25 (dua puluh lima) daftar penyedia produk hotmix. Data survey 

dianalisis dengan menggunakan metode SPSS dan Relative Importance Index (RII). Dari hasil analisis 

didapatkan bahwa main faktor yang dominan memengaruhi pada kendala pengadaan barang/jasa dengan sistem 

e-Catalogue yaitu pengetahuan tentang sistem e-Procurement. 
 

Kata kunci : e-Catalogue, SPSS, RII, hotmix, konstruksi jalan, e-Purchasing, e-Procurement 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembangunan prasarana perhubungan 

adalah salah satu rencana pembangunan 

nasional yang tercantum dalam rencana 

pembangunan lima tahun. Untuk 

mewujudkan rencana tersebut maka pemerintah 

membangun jaringan jalan raya. Pembangunan 

jaringan jalan raya dilaksanakan oleh Dinas 

Pekerjaan Umum Bina Marga yang meliputi 

mailto:yosie.malinda@gmail.com
mailto:sarwonohm2@yahoo.co.id
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rehabilitasi, pemeliharaan, peningkatan dan 

pembangunan jalan khususnya jalan baru. 

DKI Jakarta sebagai Ibukota Indonesia 

mempunyai permasalahan baik pengadaan 

maupun membangun infrastruktur jalan yang 

kompleks dan berstandar tinggi. Dibutuhkan 

terobosan sistem yang mampu menjawab 

tantangan berat dari berbagai permasalahan 

terutama karena pembangunan yang besar, 

frekuensi permintaan yang tinggi dan 

response yang cepat. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah 

adalah aktifitas pemerintah yang paling 

rawan dengan korupsi (Kaufmann, World 

Bank 2006). Pada mulanya, pelaksanaan 

pengadaan barang/jasa dilaksanakan secara 

konvensional, yaitu dilaksanakan secara 

langsung oleh pengguna barang/jasa atau 

panitia. Namun dalam praktek pelaksanannya 

banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan 

dari prinsip-prinsip dan ketentuan pengadaan 

barang/jasa pemerintah yang diatur oleh 

Kepres 80 tahun 2003. E-Procurement 

dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan 

pengadaan dengan sistem konvensional yang 

dilakukan dengan langsung mempertemukan 

pihak-pihak yang terkait pengadaan, sehingga 

pemerintah mengeluarkan Perpres 54 Tahun 

2010. 

Sebelum menggunakan sistem e-

Catalogue dan e-Purchasing, sistem 

pengadaan dilakukan dengan menggunakan 

sistem konvensional. Tidak seragamnya 

harga dapat menjadi salah satu kendala. 

Selain itu juga waktu pengadaan yang 

dibutuhkan pada metode konvensional cukup 

lama dan rumit, sehingga hal ini menjadi 

beban yang perlu diperhatikan. 

E-Catalogue ini diluncurkan agar 

bisa digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) DKI Jakarta dan seluruh 

Indonesia. Melalui penggunaan e-Catalogue, 

pemerintah dapat membeli barang dengan 

harga yang lebih murah dengan kualitas 

terjamin. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

hanya akan meminta spesifikasi teknis yang 

ada kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Kemudian 

pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang 

menetapkan merek, harganya, dan 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat 

langsung membelinya melalui e-Catalogue. 

Penelitian analisis kendala e-

Catalogue pada proyek konstruksi jalan (di 

DKI Jakarta) ini dikhususkan pada 

pengadaan sarana bahan pabrikasi berupa 

Hotmix. 

Di tengah ketatnya persaingan usaha bidang 

konstruksi, kontraktor harus mampu beradaptasi 

terhadap perubahan sistem lelang pemerintah yang 

sebelumnya menggunakan cara konvensional 

menjadi sistem lelang elektronik atau e-

Procurement. Perubahan sistem ini meliputi semua 

tahapan lelang mulai dari tahapan pengumuman 

pengadaan hingga tahap penetapan pemenang 

lelang (awal sampai akhir proses lelang). Dampak 

dari perubahan media lelang ini cukup dirasakan 

oleh kontraktor terutama kontraktor kecil yang 

berada di daerah. Kurangnya sumber daya manusia 

yang terampil untuk mengoperasikan aplikasi 

komputer serta peralatan pendukung merupakan 

kendala yang dihadapi untuk bisa bersaing dalam 

lelang elektronik.  

Implementasi sistem pengadaan online 

tidak mudah karena rintangan yang diciptakan oleh 

perangkat keras atau perangkat lunak yang berbeda 

dan beragam kemampuan pengguna untuk 

berinteraksi dengan IT. Penyelenggaraan katalog 

elektronik tahun 2016 dan semester I 2017 pada 

LKPP belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

didasarkan atas kelemahan sistem pengendalian 

intern atas penyelenggaraan e-Catalogue (Ikhtisar 

hasil pemeriksaan BPK 2017). 

 

2. LANDASAN TEORI 

 

E-Procurement 

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat 

(1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 

Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah bahwa 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat 

Daerah/Institusi (K/L/D/I) wajib melaksanakan 

pengadaan barang/jasa secara elektronik untuk 

sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun 

Anggaran 2011.  

 Terhadap informasi, transaksi elektronik 

pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah secara elektronik mengacu pada 

Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi Transaksi Eletronik (ITE). 

Menurut Willem (2012) pengadaan secara 

elektronik (e-Procurement) merupakan 

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan 

menggunakan jaringan elektronik (jaringan 

internet atau intranet) atau electronic data 

interchange (EDI). 

Pengadaan barang dan jasa melalui e-

Procurement diwajibkan oleh pemerintah sejak 

tahun 2010.  

Pengadaan barang/jasa pemerintah secara 
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elektronik dapat dilakukan dengan e-

Tendering atau e-Purchasing : 

1. E-Tendering merupakan tata cara 

pemilihan penyedia barang/jasa yang 

dilakukan secara terbuka dan dapat 

diikuti oleh semua penyedia barang/jasa 

yang terdaftar pada sistem pengadaan 

elektronik dengan cara menyampaikan 

satu kali penawaran dalam waktu yang 

telah ditentukan. 

2. E-Purchasing merupakan tata cara 

pembelian barang/jasa melalui sistem 

katalog elektronik. 

 Menurut Peraturan Presiden Nomor 

54 Tahun 2010 pengadaan barang dan jasa 

pemerintah secara elektronik bertujuan 

untuk : 

a. Perwujudan good governance yang 

menjadi tugas pemerintahan  

b. Meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas  

c. Meningkatkan akses pasar dan 

persaingan usaha yang sehat  

d. Memperbaiki tingkat efisiensi proses 

pengadaan  

e. Mendukung proses monitoring dan audit  

f. Memenuhi kebutuhan akses informasi 

yang real time 

 

E - Purchasing 

Definisi E-Purchasing mengacu pada 

definisi yang tercantum dalam Pasal 1 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan 

barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala 

LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog 

Elektronik dan e-Purchasing di Lingkungan 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat Daerah/Instansi lainnya. 

1. Pengguna (user) adalah pemakai 

aplikasi e-Purchasing yang memiliki 

User ID dan Password yang telah ter-

registrasi di Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) ; 

2. User ID adalah nama dan pengenal unik 

sebagai identitas diri dari Pengguna 

yang digunakan untuk beroperasi dalam 

website Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE); 

3. Password adalah kumpulan karakter 

yang digunakan oleh Pengguna untuk 

memverifikasi User ID pada website 

Layanan Pengadaan Secara Elektronik 

(LPSE); 

4. User ID dan Password yang masih aktif 

dapat digunakan oleh Pengguna untuk 

mengikuti pengadaan melalui aplikasi e-

Purchasing; 

5. Dengan menjadi pengguna aplikasi e-

Purchasing maka Pengguna dianggap telah 

memahami, mengerti dan menyetujui semua isi 

di dalam Persyaratan dan Ketentuan Pengguna 

Sistem e-Purchasing Pemerintah, Petunjuk 

Penggunaan, dan ketentuan lain yang 

diterbitkan oleh Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 

E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan : 

a. Terciptanya proses pemilihan barang/jasa 

secara langsung melalui sistem e-Catalogue 

sehingga memungkinkan semua Unit Layanan 

Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan dapat 

memilih barang/jasa pada pilihan terbaik; dan 

b. Efisiensi biaya dan waktu proses pemilihan 

barang/jasa dari sisi penyedia barang/jasa dan 

pengguna. 

c. Sistem e-Catalogue diselenggarakan oleh 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) dan sekurang-kurangnya 

memuat informasi spesifikasi dan harga 

barang/jasa. 

Pemuatan informasi dalam sistem e-Catalogue 

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP) di lakukan dengan membuat 

framework contract atau kontrak payung dengan 

penyedia barang/jasa. Barang/jasa yang di 

informasikan pada sistem e-Catalogue di tentukan 

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (LKPP). 

Proses e-Purchasing, sebagai berikut : 

1. Persiapan e-Purchasing 

Pejabat Pengadaan (Pemesan)/PPK (Pembeli) 

wajib melihat e-Catalogue Pemerintah melalui situs 

e-Catalogue untuk melihat daftar produk 

barang/jasa yang dapat dibeli melalui e-Purchasing. 

Data-data yang dapat dilihat antara lain :nama 

produk barang/jasa, nama penyedia, wilayah jual, 

harga, jaringan distribusi dan kontrak payung.  

2. Proses E-Purchasing 

Adapun proses e-Purchasing sebagai berikut : 

a. Pejabat Pengadaan (Pemesan) atau PPK 

(Pembeli) membuat paket pemesanan 

produk barang/jasa dalam e-Purchasing. 

Pejabat Pengadaan (Pemesan) atau PPK 

(Pembeli) memasukkan data yang diminta 

dalam e-Purchasing untuk pembuatan paket 

pemesanan produk barang/jasa. Satu paket 

pemesanan produk barang/jasa dapat terdiri 

dari beberapa jenis produk barang atau jasa 

untuk komoditas yang sama; 

b. Setelah Paket dibuat, Pejabat Pengadaan 

(Pemesan) atau PPK (Pembeli) 

mengirimkan data paket tersebut ke 
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Penyedia; 

c. Penyedia memberikan konfirmasi 

kepada Pejabat Pengadaan (Pemesan) 

atau PPK (Pembeli) mengenai 

pemesanan paket dan menentukan 

distributor atau pelaksana pekerjaan 

untuk paket tersebut; 

d. Pejabat Pengadaan (Pemesan) 

menerima konfirmasi dari penyedia 

dan meneruskan paket pemesanan 

tersebut kepada PPK (Pembeli) 

apabila yang membuat paket adalah 

Pejabat Pengadaan (Pemesan); 

e. PPK (Pembeli) menerima konfirmasi 

paket pemesanan dan menunggu 

konfirmasi pengiriman dari 

Distributor/pelaksana pekerjaan; 

f. Distributor/pelaksana pekerjaan 

memberikan konfirmasi pengiriman 

paket kepada PPK (Pembeli). 

Distributor/pelaksana pekerjaan 

dapat memperbaharui status 

pengiriman paket pemesanan; 

g. PPK (Pembeli) menerima konfirmasi 

pengiriman paket pemesanan dari 

Distributor/pelaksana pekerjaan. 

3. Kontrak 

Setelah data-data yang akan dibeli 

lengkap, PPK (Pembeli) mengunduh format 

Kontrak Pengadaan dan melakukan kontrak 

dengan Distributor atau Pelaksana Pekerjaan 

yang ditunjuk oleh Penyedia. Kesepakatan 

yang sudah ada dalam contoh format kontrak 

dapat ditambah maupun dikurangi sesuai 

dengan perjanjian yang disepakati antara 

PPK (Pembeli) dengan Distributor atau 

Pelaksana Pekerjaan tersebut.  

4. Cetak Surat Pesanan 

Pejabat Pengadaan (Pemesan) atau PPK 

(Pembeli) mengunduh format Surat Pesanan 

pada aplikasi e-Purchasing. Format Surat 

Pesanan dapat ditambah maupun dikurangi 

sesuai dengan kebutuhan Pejabat Pengadaan 

(Pemesan) atau PPK (Pembeli). Setelah Surat 

Pesanan dicetak, Pejabat Pengadaan 

(Pemesan) atau PPK (Pembeli) dapat 

memberikan Surat Pesanan tersebut kepada 

Penyedia untuk ditandatangani oleh Pejabat 

Pengadaan (Pemesan) atau PPK (Pembeli) 

dan Penyedia.  

5. Pembayaran serta Serah Terima 

Setelah Surat Pesanan disampaikan 

kepada Penyedia, Penyedia atau Distributor 

atau Pelaksana Pekerjaan akan mengirimkan 

tagihan pembayaran dan memasukkan status 

pengiriman paket dalam e-Purchasing. 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau pembeli 

memasukkan tanggal tagihan, tanggal pembayaran, 

dan tanggal produk barang atau jasa diterima di 

dalam e-Purchasing Pemerintah. 

 

E-Catalogue 

 

E-Catalogue adalah sistem informasi 

elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi 

teknis dan harga barang/jasa tertentu. Pencantuman 

harga dan spesifikasi teknis suatu barang/jasa 

berdasarkan pada kontrak payung antara Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(LKPP) dan Penyedia Barang/Jasa. E-Catalogue 

sebagai dasar bagi Kementerian/Lembaga/Satuan 

Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/D/I) 

melakukan pemesanan barang/jasa melalui e-

Purchasing. 

Sebelum menggunakan sistem e-Catalogue 

dan e-Purchasing, sistem pengadaan dilakukan 

dengan menggunakan sistem konvensional. Tidak 

seragamnya harga dapat menjadi salah satu 

kendala. Selain itu juga waktu pengadaan yang 

dibutuhkan pada metode konvensional cukup lama 

dan rumit, sehingga hal ini menjadi beban yang 

perlu diperhatikan.  

Penerapan e-Catalogue sebagai sistem 

pengadaan tetap memperhatikan prinsip-prinsip 

pengadaan, sebagaimana disebutkan dalam 

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, prinsip-

prinsip tersebut adalah : 

1. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus 

diusahakan dengan menggunakan dana dan 

daya yang minimum untuk mencapai kualitas 

dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau 

menggunakan dana yang telah ditetapkan 

untuk mencapai hasil dan sasaran dengan 

kualitas yang maksimum.  

2. Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus 

sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang 

telah ditetapkan serta memberikan manfaat 

yang sebesar-besarnya.  

3. Transparan, berarti semua ketentuan dan 

informasi mengenai pengadaan barang/jasa 

bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas 

oleh penyedia barang/jasa yang berminat serta 

oleh masyarakat pada umumnya.  

4. Terbuka, berarti pengadaan barang/jasa dapat 

diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang 

memenuhi persyaratan/kriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.  

5. Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus 

dilakukan melalui persaingan yang sehat 

diantara sebanyak mungkin penyedia 

barang/jasa yang setara dan memenuhi 

persyaratan, sehingga dapat diperoleh 

barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif 
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dan tidak ada intervensi yang 

mengganggu terciptanya mekanisme 

pasar dalam pengadaan barang/jasa.  

6. Adil atau tidak diskriminatif, berarti 

memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia barang/jasa dan 

tidak mengarah untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, 

dengan tetap memperhatikan 

kepentingan nasional.  

7. Akuntable, berarti harus sesuai dengan 

aturan dan ketentuan yang terkait 

dengan pengadaan barang/jasa sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Katalog elektronik atau biasa disingkat 

e-Catalogue merupakan bagian dari 

pengembangan sistem pengadaan barang/jasa 

pemerintah melalui e-Purchasing. Katalog 

elektronik ini terdiri dari 3 (tiga) kriteria 

meliputi katalog elektronik nasional, sektoral 

dan daerah.  

Adapun 3 (tiga) kriteria dari e-

Catalogue sebagai berikut : 

1. e-Catalogue nasional merupakan katalog 

elektronik yang disusun dan dikelola 

oleh lembaga kebijakan pengadaan 

batang/jasa pemerintahan atau LKPP 

meliputi barang, pekerjaan konstruksi, 

jasa lainnya, jasa konsultasi dan/atau 

barang/jasa yang dimuat dalam online 

shop. 

2. e-Catalogue sektoral merupakan katalog 

elektronik yang disusun dan dikelola 

oleh kementerian meliputi barang, 

pekerjaan konstruksi, jasa lainnya 

dan/atau jasa konsultasi.  

3. e-Catalogue daerah merupakan katalog 

elektronik yang disusun dan dikelola 

oleh pemeritah daerah barang, pekerjaan 

konstruksi (umum dan tertentu), jasa 

lainnya dan/atau jasa konsultasi. 

Kriteria barang/jasa e-Catalogue meliputi:  

a. barang/jasa dibutuhkan oleh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (SKPD);  

b. barang/jasa standar atau dapat 

distandarkan; dan  

c. kebutuhan barang/jasa bersifat berulang.  

Pada tanggal 06 November tahun 2013, 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa 

Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia 

meluncurkan e-Catalogue bahan pabrikasi 

seperti hotmix, beton dan alat berat. E-

Catalogue ini diluncurkan agar bisa 

digunakan bagi Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) DKI dan seluruh Indonesia. 

Melalui penggunaan e-Catalogue, 

pemerintah dapat membeli barang dengan harga 

yang lebih murah dengan kualitas terjamin.  

Dasar hukum pengadaan dengan e-Catalogue 

yaitu, Perpres 54 tahun 2010 yang telah diperbarui 

dengan Perpres 35 tahun 2011, Perpres 70 tahun 

2012, Perpres 172 tahun 2014, Perpres 4 tahun 

2015 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 

2018. 

Panduan sistem pengadaan barang/jasa 

pemerintah melalui e-Purchasing dengan sistem  e-

Catalogue: 

1. Akses ke dalam e-Purchasing Produk 

Barang/Jasa Pemerintah Penyedia dapat 

mengakses e-Purchasing melalui alamat e-

katalog.lkpp.go.id, kemudian pilih Login untuk 

masuk ke dalam aplikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.Halaman Utama e-Catalogue 

 

2. Setelah masuk ke halaman Login, input user 

name dan password (penyedia menggunakan 

username& password yang sudah terdaftar di 

SPSE), selanjutnya Check list pada captcha 

‘Saya bukan robot’ kemudian klik Login. 

3. Saat penyedia baru pertama kali masuk ke 

dalam aplikasi, penyedia akan diminta memilih 

apakah bertindak sebagai Penyedia dan 

Distributor/Pelaksana Pekerjaan, Penyedia 

Saja atau Distributor. 

4. Setelah berhasil Login, maka akan tampil 

Halaman Syarat dan Ketentuan penggunaan 

aplikasi. Semua pengguna sistem terikat 

dengan persyaratan dan ketentuan penggunaan 

aplikasi. 

5. Pada daftar halaman e-Purchasing dengan fitur 

negosiasi harga ditampilkan  tabel  yang  berisi  

informasi  id  paket,  nama  paket,  total  

produk,  instansi,  satuan kerja, status paket, 

posisi paket, status negosiasi, tanggal buat dan 

edit paket, serta total harga. Untuk melihat 

detail paket, klik nama paket pada kolom 

paket. 

6. Selanjutnya  akan  tampil  halaman  detail  

paket,  halaman  ini  berisi  informasi  paket  
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yang  telah dibuat  oleh  Unit Layanan 

Pengadaan (ULP). 

7. Sebelum menyetujui pemesanan, 

penyedia harus memilih 

distributor/pelaksana pekerjaan untuk 

paket tersebut dengan cara pilih tentukan 

distributor. 

8. Lalu  akan  tampil pop  up  window 

daftar  distributor. Untuk memilih 

distributor, klik nama distributor 

tersebut, lalu aplikasi akan kembali 

halaman detail paket. 

 

 

3. METODE 

 

Metode penelitian menentukan 

bagaimana suatu proses penelitian dilakukan 

dari pengumpulan data, pengolahan data 

menjadi informasi untuk dianalisa dan 

akhirnya menghasilkan temuan-temuan yang 

dapat ditarik kesimpulan. 

 Adapun langkah – langkah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penguraian Latar Belakang 

Tujuannya adalah untuk menjelaskan 

latar belakang mengapa sesuatu 

dianggap sebagai permasalahan. 

Penguraian masalah berangkat dari latar 

belakang yang bersifat umum, yaitu 

berada dalam kerangka pemikiran yang 

luas menuju permasalahan yang spesifik 

dan berpusat pada pokok permasalahan. 

2. Identifikasi Permasalahan 

Setelah peneliti memperoleh dan 

menentukan topik penelitian, maka 

langkah awal yang harus dilakukan 

adalah mengidentifikasi permasalahan 

yang akan dipelajari. Maksud 

identifikasi adalah sebagai penegasan 

batas – batas permasalahan, agar 

pembahsan penelitian tidak keluar dari 

tujuannya.  

3. Menyusun Landasan Teori 

Membaca dan mereview teori dan 

konsep yang relevan dengan 

pemasalahan penelitian. Peneliti harus 

harus selalu bersikap terbuka terhadap 

fakta dan kesimpulan yang memperkuat 

maupun yang bertentangan dalam 

prediksi. 

4. Menentukan Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel adalah pernyataan 

mengenai apa dan begaimana fungsi 

masing – masing variabel yang 

diperhatikan. Setiap variabel yang telah 

diidentifikasikan perlu dilakukan 

perumusan definisi variabel. Perumusan 

tersebut artinya menerjemahkan konsep 

mengenai variabel kedalam bentuk indikator. 

5. Memilih Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berperan penting dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan 

terpercaya. Bentuk instrumen pada penelitian 

ini adalah kuesioner dan wawancara. 

6. Menentukan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sumber utama data 

penelitian, yaitu data variabel yang diteliti.  

7. Mengumpulkan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui 

instrument pengumpulan data, observasi, 

maupun melalui dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan berupa data primer dan sekunder. 

8. Mengolah Data 

Kegiatan mengolah data bertujuan untuk 

memperoleh kesimpulan hasil analisis.  

9. Menulis Laporan Hasil Penelitian 

Langkah terakhir dalam penelitian adalah 

laporan hasil penelitian. Penelitian yang tidak 

disebar luaskan akan kurang bermafaat dan 

tidak memiliki nilai praktis yang tinggi. Jadi 

menulis laporan hasil penelitian merupakan 

kewajiban seorang peneliti yang dapat 

dipertanggung jawabkan. 
 

Tabel 1.Variabel-variabel pada penelitian kendala 

e-Catalogue 

VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

P
R

O
S

E
S

 P
E

N
G

A
D

A
A

N
 P

A
D

A
 P

R
O

Y
E

K
 K

O
N

S
T

R
U

K
S

I 

J
A

L
A

N
 

P
ri

n
si

p
-p

ri
n
si

p
 p

en
g

ad
aa

n
 b

ar
an

g
/j

as
a 

P
em

er
in

ta
h

 

1 

Efisien, dana & 

daya yang 

minimum untuk 

mencapai kualitas 

& sasaran. 

Perpres No. 16 

(2018)  

2 

Efektif, sesuai 

kebutuhan, 

sasaran serta 

memberikan 

manfaat yang 

sebesar-besarnya. 

Perpres No. 16 

(2018)  

3 

Transparan, 

semua ketentuan 

& informasi 

bersifat jelas & 

dapat diketahui 

secara luas. 

Perpres No. 16 

(2018)  
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VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

4 

Terbuka, dapat 

diikuti oleh semua 

penyedia 

barang/jasa yang 

memenuhi 

persyaratan. 

Perpres No. 16 

(2018)  

5 

Bersaing, 

pengadaan harus 

dilakukan melalui 

persaingan yang 

sehat. 

Perpres No. 16 

(2018)  

6 

 Adil, 

memberikan 

perlakuan yang 

sama bagi semua 

calon penyedia 

barang/jasa. 

Perpres No. 16 

(2018)  

7 

Akuntable, sesuai 

dengan aturan & 

ketentuan yang 

terkait. Perpres 

No. 16 (2018) 

P
el

ak
sa

n
aa

n
 p

en
g

ad
aa

n
 p

ro
y

ek
 k

o
n

st
ru

k
si

 j
al

an
 

8 

Sistem 

penyelenggaraan 

proyek konstruksi  

jalan. Muhammad 

Saqib, Rizwan.U. 

Farooqui dan 

Sarosh. H. Lodi 

(2008), Arya 

(2011), Yulandari 

(2013). 

9 

Metode 

penawaran proyek 

konstruksi jalan. 

Muhammad 

Saqib, Rizwan.U. 

Farooqui dan 

Sarosh. H. Lodi 

(2008), Arya 

(2011), Yulandari 

(2013). 

10 

Mekanisme atau 

sistem kontrak 

proyek konstruksi 

jalan. Muhammad 

Saqib, Rizwan.U. 

Farooqui dan 

Sarosh. H. Lodi 

(2008), Arya 

(2011), Yulandari 

(2013). 

VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

K
E

N
D

A
L

A
 P

E
N

G
G

U
N

A
A

N
 E

-C
A

T
A

L
O

G
U

E
 

K
ea

n
d

al
an

 I
n

fr
as

tr
u

k
tu

r 
T

ek
n

o
lo

g
i 

In
fo

rm
as

i 

(T
I)

 

11. 

Ketersediaan 

fasilitas koneksi 

internet penyedia 

barang/jasa. 

Nurisra (2011), 

Jasin (2007) 

12 

Infrastruktur 

teknologi 

informasi (TI) 

pengguna yang 

telah memakai 

sistem e-

Procurement 

kesulitan dalam 

upload data 

penawaran. 

Nurisra (2011) 

Is
u

 B
u
d

ay
a 

(C
u

lt
u

ra
l 

is
su

es
) 

13 

Sistem e-

Catalogue tidak 

praktis dan sistem 

tidak akrab 

dengan pemakai 

(user tidak 

friendly). 

Ibem dan Laryea 

(2015) 

14 

Kurangnya 

interaksi pribadi 

dengan orang-

orang yang 

terlibat dalam 

pengadaan seperti 

dimana klarifikasi 

diperlukan, 

pertanyaan yang 

tidak segera 

ditanggapi. 

Ibem dan Laryea 

(2015), Eadie et  

al (2007) dan 

Eadie et  al 

(2010), Hawking 

et  al (2004) 

15 

Harga barang/jasa 

dan spesifikasi 

teknis transparan 

(bisa diakses 

siapa saja). 

Ibem dan Laryea 

(2015) 

16 

Penolakan  atas  

peralihan  sistem 

pengadaan barang 

dan jasa 

konvesional ke 

sistem baru secara 

online. 

Ibem dan Laryea 

(2015), Isikdag et 

al (2011), 
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VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

Oyediran dan 

Akintola (2011), 

Rankin et al 

(2006) 

17 

Instansi 

pemerintah selalu 

menginginkan 

dokumen 

pengadaan asli. 

Ibem dan Laryea 

(2015) 

18 

Kelompok usaha 

kecil yang ingin 

berpartisipasi 

dalam proses 

pengadaan, 

namun umumnya 

belum tersentuh 

dengan 

perkembangan 

internet. Ibem dan 

Laryea (2015) 

19 

Budaya 

perusahaan yang 

belum siap 

melaksanakan e-

Procurement. 

Bello dan Iyagba 

(2013), Eadie et  

al (2007), 

Hawking et  al 

(2004) 

M
as

al
ah

 K
ea

m
an

an
 

20 

Tingkat  kelalaian  

yang  sangat  

tinggi  dalam  

penggunaan 

password dan  

kunci  

kerahasiaan  

lainnya. 

Jasin (2007) 

21 

Kurangnya 

jaminan tentang 

keamanan 

informasi. 

Ibem dan Laryea 

(2015), Oyediran 

dan Akintola 

(2011), Eadie et  

al (2007), Rankin 

et al (2006), 

Hawking et  al 

(2004) 

22 

Keamanan sistem 

aplikasi dan 

dokumen dari 

serangan virus 

atau (hacker). 

Nurisra (2011) 

VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

P
en

g
et

ah
u

an
 t

en
ta

n
g

 s
is

te
m

 e
-P

ro
cu

re
m

en
t 

23 

Perubahan 

personil 

pengadaan akibat 

mutasi dan tidak 

ada transfer 

pengetahuan e-

Procurement. 

Prihastuti dan Tri 

(2014) 

24 

Penyedia 

barang/jasa 

banyak yang 

belum memahami 

aplikasi e-

Procurement 

sehingga masih 

memerlukan 

sosialisasi. 

Nurisra (2011), 

Jasin (2007) 

25 

Sosialisasi dan 

publikasi e-

Procurement 

kepada penyedia 

jasa diperlukan 

waktu yang cukup 

lama. 

Carayannis dan 

Popescu (2005) 

26 

Panitia pengadan 

sebagian besar  

masih  mengalami 

kesulitan untuk  

menggunakan dan 

memahami 

aplikasi e-

Procurement. 

Nurisra (2011), 

Jasin (2007) 

M
as

al
ah

 h
u
k
u
m

 

27 

Kurangnya sistem 

kontrol legal yang 

agresif untuk 

melaporkan dan 

menangani 

kecurangan secara 

elektronik. 

Ibem dan Laryea 

(2015), Sulaiman 

dan Chen (2006) 

28 

Pembuktian 

elektronik yaitu 

kesulitan dalam 

melihat kelegalan 

suatu dokumen 

yang tercantum 

dalam e-

Procurement.  

Prihastuti dan Tri 

(2014) 
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VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

29 

Payung hukum 

pelaksaan 

kebijakan e-

Procurement 

masih terlalu bias 

dan kurang 

menguatkan. 

Prihastuti dan Tri 

(2014), Sulaiman 

dan Chen (2006) 

M
as

al
ah

 b
ia

y
a 

30 

Biaya untuk 

mengakses sistem 

e-Procurement 

(internet) mahal. 

Ibem dan Laryea 

(2015), Oyediran 

dan Akintola 

(2011), Eadie et  

al (2007), 

Hawking et  al 

(2004) 

31 

Tidak ada 

manfaat bisnis 

secara nyata bila 

terdaftar sebagai 

penyedia 

barang/jasa. 

Eadie et  al 

(2007), Aranda 

Mena (2004), 

Hawking et  al 

(2004) 

M
as

al
ah

 I
m

p
le

m
en

ta
si

 E
-C

at
al

o
g

u
e 

32 

Aplikasi dalam 

penyelenggaraan 

e-Catalogue 

belum 

sepenuhnya dapat 

menampilkan 

informasi yang 

dibutuhkan oleh 

pengguna. 

Hasil 

pengembangan di 

lapangan (2018) 

33 

Perubahan jadwal 

pengadaan tidak 

disertai alasan 

yang dapat 

dipertanggungjaw

abkan. 

Kautsariyah dan 

Sarwono (2016), 

Perka LKPP No.1 

(2015), Jasin 

(2007) 

VAR   
MAIN 

FAKTOR 
SUB FAKTOR 

34 

Usulan penyedia 

barang/jasa yang 

masuk ke e-

Catalogue 

jumlahnya lebih 

sedikit ketimbang 

permintaan 

hotmix. 

Hasil 

pengembangan di 

lapangan (2018) 

35 

Produk yang 

tayang di e-

Catalogue tidak 

serta merta dibeli 

oleh pemerintah. 

Hasil 

pengembangan di 

lapangan (2018) 

36 

Masa tunggu 

dalam mekanisme 

proses masuknya 

penyedia dan 

produknya ke 

dalam e-

Catalogue. Skema 

yang diatur, yaitu 

melalui proses 

lelang atau proses 

negosiasi. 

Hasil 

pengembangan di 

lapangan (2018) 

37 

Data dan 

informasi produk 

yang ditayangkan 

dalam aplikasi e-

Catalogue belum 

dapat memberikan 

peringatan secara 

otomatis untuk 

produk yang 

kontraknya akan 

atau telah 

berakhir dan 

riwayat transaksi 

pembelian. 

Hasil 

pengembangan di 

lapangan (2018) 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 (dua) yaitu : 

1. Data primer adalah data yang langsung 

diperoleh dari sumber data pertama di lokasi 

penelitian atau objek penelitian. Pada 

penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu : 
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 Penyebaran kuesioner akan 

dilakukan kepada pihak yang terkait 

pada pelaksanaan proyek konstruksi 

yaitu penyedia produk hotmix di 

DKI Jakarta. 

 Wawancara akan dilakukan kepada 

pengguna jasa (owner) Dinas PU 

Bina Marga DKI Jakarta dan bagian 

unit pelelangan/procurement 

Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).  

2. Data dan sumber data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber kedua 

atau sumber sekunder dari data yang kita 

butuhkan. Pada penelitian ini data 

sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal, 

buku-buku, artikel dari media cetakdan 

internet. 

Dalam penelitian, data mempunyai 

kedudukan yang paling tinggi, karena data 

merupakan penggambaran variabel yang 

diteliti. Benar tidaknya data, sangat 

menentukan bermutu tidaknya hasil 

penelitian. Sedang benar tidaknya data, 

tergantung dari baik tidaknya instrumen 

pengumpulan data.  Pengujian instumen 

biasanya terdiri dari uji validitas dan 

reliabilitas. Untuk melakukan uji validitas 

dan reliabilitas ini menggunakan program 

SPSS. 

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid atau tidaknya suatu 

kuesioner, kuesioner akan dikatakan 

valid jika kuesioner tersebut bisa atau 

mampu mengukur  obyek yang diukur. 

Uji validitas digunakan untuk 

menentukan signifikan atau tidak 

dengan membandingkan nilai r hitung 

(dilihat dari nilai corrected item – total 

correlation) dengan nilai r tabel. 

Dimana jika nilai corrected item – total 

correlation ≥ r tabel maka data tersebut 

sudah valid. 

b. Uji Reliabilitas 

Apabila butir-butir instrumen pada 

kuesioner tersebut sudah valid maka 

dilakukan uji konsistensi internal (uji 

reliabilitas). Uji reliabilitas pada 

penelitian ini menggunakan koefisien 

reliabilitas internal dari alpha. Dengan 

uji reliabilitas suatu penelitian akan 

diketahui bagaimana tiap pertanyaan 

dalam kuesioner saling berhubungan. 

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan 

menghitung koefisien alpha, pertanyaan 

kuesioner bisa dikatakan memiliki tingkat 

reliabilitas apabila nilai koefisien Alpha 

Cronbach diatas 0,6. Pengujian reliabilitas 

dengan bantuan program SPSS v.23.0. 

Relative Important Index (RII) adalah 

suatuterminologi yang pertama kali dipublikasikan 

oleh Mayer, Barnett and Brown (1997) seperti yang 

dikemukakan dalam Hardjomuljadi (2014). RII 

adalahsuatu analisis yang memungkinkan suatu 

kuantitatif relative, dimana semakin tinggi 

peringkat (rating) semakin tinggi pula pengaruh 

yang diberikan oleh variabel yang dimiliki 

(Hardjomuljadi 2009). 

Perhitungan dengan metode RII, maka dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

     
  

     
                                         

Dimana: 

W =  bobot yang diberikan untuk faktor 

penyebab dominan dengan (rentang 1-5) 

A = bobot tertinggi (dalam hal ini 5) 

N = jumlah responden total 

RII digunakan sebagai teknik rangking untuk 

setiap pernyataan dan tanggapan yang diterima dari 

penyedia produk hotmix di DKI Jakarta. 

Pada penelitian ini target responden yang 

diperlukan untuk mengisi kuesioner terdiri dari 

beberapa role model. 

Adapun target responden yang dituju pada 

penelitian ini yaitu: 

1. Direktur  

2. Project Manager 

3. Estimator 

4. Marketing Proyek 

Diperoleh jumlah kebutuhan responden 

sebanyak 34 orang 

 

4. HASIL DAN DISKUSI 

 

Hotmix termasuk dalam kategori katalog 

elektronik nasional yang disusun dan dikelola oleh 

lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa 

pemerintahan atau LKPP yang dimuat dalam online 

shop. 

Pada tabel 2 ditampilkan semua kategori 

produk hotmix. Hotmix terdiri dari 10 (sepuluh) 

kategori produk dengan jenis pekerjaan konstruksi 

jalan yang berbeda dengan total produk untuk 

hotmix sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) 

produk. Sedangkan untuk Provinsi DKI Jakarta 

terbagi menjadi 5 (lima) kota yaitu Jakarta Barat, 
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Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur 

dan Jakarta Utara. 

Tabel 2. Kategori Produk Hotmix 

Sumber : e-katalog.lkpp.go.id (2018) 

 

Berikut ini daftar penyedia produk 

hotmix yang menjadi target responden untuk 

mengisi kuesioner, yaitu : 

1. PT Hutama Prima 

2. PT Marga Sarana Raya 

3. PT Mastic Utama Sarana 

4. PT SGS Perkasa Abadi 

5. PT Sumber Mitra Jaya 

6. PT Tunas Sentosa Abadi 

7. PT Widya Sapta Contractor 

8. PT Anten Asri Perkasa 

9. PT Budi Mulya Jaya 

10. PT Bumi Duta Persada 

11. PT Conbloc Infratecno 

12. PT Hakaaston 

13. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama 

14. PT Kadi Internasional 

15. PT Langgeng Makmur Perkasa 

16. PT Marga Maju Mapan 

17. PT Multi Karya Cemerlang 

18. PT Multi Structure 

19. PT Multi Structure Sarana 

20. PT Perkasa Adiguna Sembada 

21. PT Probicindotunggal Taruna 

22. PT Pyramida Raya Persada 

23. PT Wanita Mandiri Perkasa 

24. PT Claten Bersinar Sejahtera 

25. PT Sumber Batu 

 

Untuk mengukur kepercayaan yang 

diterima dari data maka akan dilakukan uji 

tingkat reliabilitas dan validitas pada data 

yang diperoleh dari kuesioner tersebut 

menggunakan SPSS. 

Tabel 3. Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 34 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 34 100.0 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

Hasil di atas pada tabel 3.Case Processing 

Summary dapat diketahui bahwa Cases valid semua 

responden (34) atau 100%, artinya semua valid, jadi 

tidak ada yang dikeluarkan (Excluded a) sehingga 

jumlah total 34 atau 100%.  

 
Tabel 4. Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.864 37 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

Pada tabel 4. Reliability Statistics pada kolom 

Cronbach's Alpha diperoleh dengan banyak item 37 

per kuesioner dan jumlah responden 34 orang 

diperoleh nilai korelasi sebesar 0.864.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa instrument sudah 

reliable berdasarkan nilai koefisien Cronbach 

Alpha yang diperoleh diatas 0,6 yaitu sebesar 

0.864. 

 

Tabel 5. Pearson Correlations 

 

 VAR 
PEARSON 

CORRELATION  TOTAL 

Var1 Pearson Correlation .364* 

Sig. (2-tailed) 0.034 

N 34 

Var2 Pearson Correlation .406* 

Sig. (2-tailed) 0.017 

N 34 

Var3 Pearson Correlation .424* 

Sig. (2-tailed) 0.012 

N 34 

Var4 Pearson Correlation .450** 

Sig. (2-tailed) 0.008 

N 34 

Var5 Pearson Correlation .433* 

Sig. (2-tailed) 0.011 

N 34 

No Ketegori Produk Hotmix 

1 

AC-BC dengan Prime Coat Penggelaran 

dengan Alat  

2 Coldmix 

3 

AC-WC dengan Tack Coat Penggelaran 

dengan Alat 

4 

AC-WC dengan Tack Coat Penggelaran 

dengan Manual 

5 

AC-BC dengan Prime Coat Penggelaran 

dengan Manual 

6 

AC-BC dengan Tack Coat Penggelaran 

dengan Alat  

7 

AC-BC dengan Tack Coat Penggelaran 

dengan Manual  

8 Pekerjaan Patching 

9 Galian Perkerasan Beraspal 

10 Emulsi (Bahan) 
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 VAR 
PEARSON 

CORRELATION  TOTAL 

Var6 Pearson Correlation .367* 

Sig. (2-tailed) 0.033 

N 34 

Var7 Pearson Correlation .361* 

Sig. (2-tailed) 0.036 

N 34 

Var8 Pearson Correlation .453** 

Sig. (2-tailed) 0.007 

N 34 

Var9 Pearson Correlation .480** 

Sig. (2-tailed) 0.004 

N 34 

Var10 Pearson Correlation .417* 

Sig. (2-tailed) 0.014 

N 34 

Var11 Pearson Correlation .524** 

Sig. (2-tailed) 0.001 

N 34 

Var12 Pearson Correlation .435* 

Sig. (2-tailed) 0.010 

N 34 

Var13 Pearson Correlation .358* 

Sig. (2-tailed) 0.037 

N 34 

Var14 Pearson Correlation .409* 

Sig. (2-tailed) 0.016 

N 34 

Var15 Pearson Correlation .621** 

Sig. (2-tailed) 0.000 

N 34 

Var16 Pearson Correlation .374* 

Sig. (2-tailed) 0.029 

N 34 

Var17 Pearson Correlation .443** 

Sig. (2-tailed) 0.009 

N 34 

Var18 Pearson Correlation .352* 

Sig. (2-tailed) 0.041 

N 34 

Var19 Pearson Correlation .430* 

Sig. (2-tailed) 0.011 

N 34 

Var20 Pearson Correlation .476** 

Sig. (2-tailed) 0.004 

N 34 

 VAR 
PEARSON 

CORRELATION  TOTAL 

Var21 Pearson Correlation .378* 

Sig. (2-tailed) 0.028 

N 34 

Var22 Pearson Correlation .440** 

Sig. (2-tailed) 0.009 

N 34 

VAr23 Pearson Correlation .445** 

Sig. (2-tailed) 0.008 

N 34 

Var24 Pearson Correlation .465** 

Sig. (2-tailed) 0.006 

N 34 

Var25 Pearson Correlation .422* 

Sig. (2-tailed) 0.013 

N 34 

Var26 Pearson Correlation .375* 

Sig. (2-tailed) 0.029 

N 34 

Var27 Pearson Correlation .505** 

Sig. (2-tailed) 0.002 

N 34 

Var28 Pearson Correlation .402* 

Sig. (2-tailed) 0.018 

N 34 

Var29 Pearson Correlation .381* 

Sig. (2-tailed) 0.026 

N 34 

Var30 Pearson Correlation .392* 

Sig. (2-tailed) 0.022 

N 34 

Var31 Pearson Correlation .358* 

Sig. (2-tailed) 0.038 

N 34 

Var32 Pearson Correlation .450** 

Sig. (2-tailed) 0.008 

N 34 

Var33 Pearson Correlation .383* 

Sig. (2-tailed) 0.025 

N 34 

Var34 Pearson Correlation .353* 

Sig. (2-tailed) 0.040 

N 34 

Var35 Pearson Correlation .420* 

Sig. (2-tailed) 0.013 

N 34 
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 VAR 
PEARSON 

CORRELATION  TOTAL 

Var36 Pearson Correlation .521** 

Sig. (2-tailed) 0.002 

N 34 

VAr37 Pearson Correlation .432* 

Sig. (2-tailed) 0.011 

N 34 

TOTAL Pearson Correlation 1 

Sig. (2-tailed)   

N 34 

 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

Hasil di atas dapat menunjukkan tingkat 

korelasi tinggi atau lemah hubungan setiap 

item. Untuk mengetahui bagaimana angka 

hubungan tersebut, sebelumnya menentukan 

nilai r tabel dengan responden 34, jadi 

rumusnya n-2 = 34 – 2= 32, selanjutnya 

tentukan nilai r patokan dari tabel r (Junaidi. 

2010), dengan menggunakan taraf nyata 5% 

(0.05) diperoleh nilai r tabel= 0.3388. Nilai 

tersebut menjadi patokan dimana nilai hasil 

korelasi tidak boleh rendah dari nilai r tabel 

tersebut.  Berdasarkan nilai total pada tabel 5. 

Pearson Correlation, semua item pertanyaan 

mendapatkan nilai r hitung lebih besar dari 

nilai r tabel maka dapat dinyatakan valid. 

Dari hasil tanggapan dari koresponden 

mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap 

pengadaandengan penggunaan e-Catalogue 

pada pengadaan proyek peningkatan jalan di 

DKI Jakarta, maka dilakukan analisis 

perhitungan Relative Importance Index (RII). 

Tabel 6.Rank Sub Faktor Kendala e-

Catalogue 

 
RII RANK VAR SUB FAKTOR 

0.8765 1 23 Perubahan personil 

pengadaan akibat 

mutasi dan tidak 

ada transfer 

pengetahuan e-

Procurement 

0.8706 2 33 Perubahan jadwal 

pengadaan tidak 

disertai alasan yang 

dapat 

dipertanggung 

jawabkan 

0.8647 3 25 Sosialisasi dan 

publikasi e-

Procurement 

kepada penyedia 

jasa diperlukan 

RII RANK VAR SUB FAKTOR 

waktu yang cukup 

lama 

0.8588 4 20 Tingkat  kelalaian  

yang  sangat  tinggi  

dalam  penggunaan 

password dan  

kunci  kerahasiaan  

lainnya  

0.8529 5 11 Ketersediaan 

fasilitas koneksi 

internet penyedia 

barang/jasa 

0.8471 6 9 Metode penawaran 

proyek 

0.8412 7 3 Transparan, semua 

ketentuan & 

informasi bersifat 

jelas & dapat 

diketahui secara 

luas 

0.8353 8 24 Penyedia 

barang/jasa banyak 

yang belum 

memahami aplikasi 

e-Procurement 

sehingga masih 

memerlukan 

sosialisasi 

0.8294 9 17 Instansi pemerintah 

selalu 

menginginkan 

dokumen 

pengadaan asli  

0.8235 10 14 Kurangnya 

interaksi pribadi 

dengan orang-orang 

yang terlibat dalam 

pengadaan seperti 

dimana klarifikasi 

diperlukan, 

pertanyaan yang 

tidak segera 

ditanggapi 

0.8176 11 37 Data dan informasi 

produk yang 

ditayangkan dalam 

aplikasi e-

Catalogue belum 

dapat memberikan 

peringatan secara 

otomatis untuk 

produk yang 

kontraknya akan 

atau telah berakhir 

dan riwayat 

transaksi pembelian 

0.8118 12 8 Sistem 

penyelenggaraan 

proyek 

0.8059 13 36 Masa tunggu dalam 

mekanisme proses 
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RII RANK VAR SUB FAKTOR 

masuknya penyedia 

dan produknya ke 

dalam e-Catalogue. 

Skema yang diatur, 

yaitu melalui proses 

lelang atau proses 

negosiasi. 

0.8000 14 16 Penolakan  atas  

peralihan  sistem 

pengadaan barang 

dan jasa 

konvesional ke 

sistem baru secara 

online 

0.7941 15 35 Produk yang tayang 

di e-Catalogue 

tidak serta merta 

dibeli oleh 

pemerintah 

0.7882 16 15 Harga barang/jasa 

dan spesifikasi 

teknis transparan 

(bisa diakses siapa 

saja) 

0.7824 17 34 Usulan penyedia 

barang/jasa yang 

masuk ke e-

Catalogue 

jumlahnya lebih 

sedikit ketimbang 

permintaan hotmix 

0.7765 18 2 Efektif, sesuai 

kebutuhan, sasaran 

serta memberikan 

manfaat yang 

sebesar-besarnya 

0.7706 19 5 Bersaing, 

pengadaan harus 

dilakukan melalui 

persaingan yang 

sehat 

0.7647 20 13 Sistem e-Catalogue 

tidak praktis dan 

sistem tidak akrab 

dengan pemakai 

(user tidak friendly) 

0.7588 21 32 Aplikasi dalam 

penyelenggaraan e-

Catalogue belum 

sepenuhnya dapat 

menampilkan 

informasi yang 

dibutuhkan oleh 

pengguna 

0.7529 22 28 Pembuktian atau 

pengesahan 

elektronik yaitu 

kesulitan dalam 

melihat kelegalan 

suatu dokumen 

yang tercantum 

RII RANK VAR SUB FAKTOR 

dalam e-

Procurement 

0.7471 23 6 Adil, memberikan 

perlakuan yang 

sama bagi semua 

calon penyedia 

barang/jasa  

0.7412 24 4 Terbuka, dapat 

diikuti oleh semua 

penyedia 

barang/jasa yang 

memenuhi 

persyaratan 

0.7353 25 22 Keamanan sistem 

aplikasi dan 

dokumen dari 

serangan virus atau 

(hacker) 

0.7294 26 26 Panitia pengadaan 

sebagian besar  

masih  mengalami 

kesulitan untuk  

menggunakan dan 

memahami aplikasi 

e-Procurement 

0.7235 27 21 Kurangnya jaminan 

tentang keamanan 

informasi  

0.7176 28 18 Kelompok usaha 

kecil yang ingin 

berpartisipasi dalam 

proses pengadaan, 

namun umumnya 

belum tersentuh 

dengan 

perkembangan 

internet 

0.7118 29 27 Kurangnya sistem 

kontrol legal yang 

agresif untuk 

melaporkan dan 

menangani 

kecurangan secara 

elektronik 

0.7059 30 30 Biaya untuk 

mengakses sistem 

e-procurement 

(internet) mahal 

0.7000 31 19 Budaya perusahaan 

yang belum siap 

melaksanakan e-

Procurement 

0.6941 32 1 Efisien, dana & 

daya yang 

minimum untuk 

mencapai kualitas 

& sasaran  

0.6882 33 7 Akuntable, sesuai 

dengan aturan & 

ketentuan yang 

terkait  
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RII RANK VAR SUB FAKTOR 

0.6824 34 31 Tidak ada manfaat 

bisnis secara nyata 

bila terdaftar 

sebagai penyedia 

barang/jasa 

0.6765 35 29 Payung hukum 

pelaksaan kebijakan 

e-Procurement 

masih terlalu bias 

dan kurang 

menguatkan 

0.6706 36 12 infrastruktur 

teknologi informasi 

(TI) pengguna yang 

telah memakai 

sistem e-

Procurement 

kesulitan dalam 

upload data 

penawaran   

0.6647 37 10 Mekanisme/sistem 

kontrak proyek 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

Tabel 6 merupakan proses analisis statistik 

dengan menggunakan metode Relative 

Importance Index (RII) yang merupakan hasil 

olahan dari hasil tabulasi kuisioner oleh 

responden kemudian dilakukan perhitungan 

untuk memperoleh hasil dari faktor paling 

berpengaruh. 

 

Tabel 7. Rank Main Faktor Kendala e-

Catalogue 
RANK MAIN FAKTOR RII 

1 Pengetahuan tentang 

sistem e-Procurement 

0.826471 

2 Masalah Implementasi e-

Catalogue 

0.804902 

3 Isu Budaya (Cultural 

issues) 

0.77479 

4 Pelaksanaan Pengadaan 

Proyek Konstruksi Jalan 

0.77451 

5 Masalah Keamanan 0.772549 

6 Keandalan Infrastruktur 

Teknologi Informasi (TI) 

0.761765 

7 Prinsip-prinsip pengadaan 

barang/jasa Pemerintah 

0.751261 

8 Masalah hukum 0.713725 

9 Masalah biaya 0.694118 

Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018 

5. KESIMPULAN 

 

Dari hasil pembahasan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor–faktor yang berpengaruh pada 

proses pengadaan pekerjaan 

konstruksi jalan di kota DKI Jakarta 

menggunakan e-Catalogue yaitu prinsip-

prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah, 

pelaksanaan pengadaan proyek konstruksi 

jalan, keandalan infrastruktur teknologi 

informasi (TI), isu budaya (cultural issues), 

masalah biaya, masalah hukum, masalah 

keamanan pengetahuan tentang sistem e-

Procurement dan masalah implementasi e-

Catalogue.  

2. Berdasarkan tinjauan terhadap faktor 

kendala penggunaan e-Catalogue menurut 

penyedia jasa, pengetahuan tentang sistem 

e-Procurement merupakan main faktor 

yang paling dominan.  

3. Perubahan personil pengadaan akibat 

mutasi dan tidak ada transfer pengetahuan 

e-Procurement menjadi sub faktor utama 

kendala tersebut. 
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